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A.Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat pentitgndeneningkatkan
kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempenigasecara penuh
pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, dalam peningk&taaditas manusia
Indonesia, pemerintah merupakan satu sistem ygvag ldari pihak swasta dan
masyarakat. Hubungan vyang tidak terpisahkan dalaaranpnnya untuk
meningkatkan pemerataan dan mutu pendidtkan.

Usaha pemerintah yang sangat penting dan mendaisarupaya memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan abarsgbagaimana
diamanatkan pembukaan UUD 1945, yaitu mengupayakdaksananya secara
sungguh-sungguh satu sistem pendidikan nasionsdl Bd ayat (3) menegaskan:

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan is&m spendidikan
nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaaa sikhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yathg dengan undang-
undand’

Madrasah dalam dekade terakhir abad XX ini merupédabaga pendidikan
bagi orang tua untuk menjadi tempat penyelenggamardidikan bagi putra-
putrinya® Bahkan beberapa daerah tertentu jumlah madrasatingkat cukup
tajam dari tahun ke tahun. Bila dilihat dari awartpmbuhannya madrasah
dimotivasi oleh keadaan dan situasi tertentu yaweggkondisikan madrasah itu

tumbuh dengan dimotori oleh perseorangan atau lganbaasta tertentu.
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“Madrasah yang semula dipandang sebagai institeisdidikan keagamaan,
sekarang ini disatu sisi mengalami pengayaan peanfungsi. Madrasah
boleh mengklaim sebagaekolah umum plus’sementara di sisi lain, karena
tuntutan untuk memperkaya peran dan fungsinya matranendapat beban
tambahan yang cukup berat karena di samping haensberikan kurikulum
sekolah umum yang setingkat secara penuh, madiagalharus memberikan
materi-materi esensial keislamannya yang selangiajarkan”?

Untuk itu salah satu tanggungjawab pemerintah dafsmyelenggaraan
pendidikan adalah tanggungjawab pendanaan. Sebagairdisebutkan dalam
Undang-undang SISDIKNAS, Pasal 46 ayat 1 yang ntakga bahwa "Pendanaan
pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antaraenaieh pusat, Pemerintah
daerah, dan masyarakatlebih lanjut lagi disebutkan dalam Pasal 49aylaaiwa:

"Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya didikan kedinasan
dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% darggaran Pendapatan
dan Belanja daerah (APBD)”.

Hal ini berarti bahwa pemerintah mempunyai kewajibasar mengalokasikan dana
untuk penyelenggaraan pendidikan yang berasal ABBN. Salah satu kebijakan
pembangunan pendidikan dalam kurun waktu tahun-2009 adalah peningkatan
akses bagi anak usia 7-15 tahun terhadap pendidikafalui peningkatan
pelaksanaan wajib belajar 9 taHuSementara itu kenaikan harga BBM (Bahan
Bakar Minyak) ternyata menurunkan kemampuan untakyekolahkan anak-anak
dari penduduk miskin, lebih lanjut akan semakilit snemenuhi kebutuhan biaya
pendidikan. Selanjutnya mulai periode Juli 2005,meentah dan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat melakukarulyzdran dalam rangka
perbaikan Program Kompensasi Pengurangan SubddinBBakar Minyak (PKPS-
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BBM).” Maka mulai periode ini pemerintah memberikan banthiaya pendidikan
dengan nama Bantuan Operasional Sekolah (BOSndalagka penuntasan wajib
belajar 9 tahun dan berkualitas tinggi.

BOS adalah sebuah program pemerintah untuk metaganbiaya
operasional sekolah yang berasal dari PKPS-BBM.gYdimaksud dalam PKPS-
BBM bidang pendidikan ialah program bantuan biayendidikan mencakup
komponen biaya operasional non personil dan tidekaakup biaya personil dan
biaya investasi bagi SD/SDLB/Ml/salafiyah dan sekohgama non Islam setara
SD serta SMP/SMPLB/MTs/salafiy&h.

Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yamgan karena tidak
hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapcakup berbagai persoalan
yang sangat rumit baik yang berkaitan dengan parexan, pendanaan, efisiensi,
efektifitas penyelenggaraan sistem persekolahan tdamsparansi pengelolaan
keuangan di lembaga pendidikan. Peningkatan kagt&ndidikan juga menuntut
manajemen pendidikan yang lebih baik. Untuk mewkgmd pendidikan yang
berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyetlan professional terhadap
sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan.lSamh satu sumber daya
yang perlu di kelola dengan baik dalam lembaga ipéh adalah masalah
keuangan/pembiayaan.

Dalam konteks ini, pembiayaan/keuangan merupakanbsu dana yang
sangat diperlukan sekolah sebagai alat untuk miedgmgberbagai sarana dan
prasarana pembelajaran dilembaga pendidikan, miaatiken kesejahteraan guru,
layanan dan pelaksanaan program supervisi. Olen&atu, kepala sekolah sebagai

pemimpin pendidikan di sekolah harus mengetahui dammpu mengelola
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keuangan sekolah dengan baik, bertanggungjawab tdamsparan kepada

masayarakat serta pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka pem@litini dibatasi untuk
meneliti materi-materi yang ada dalam bentuk rumus®asalah yang menjadi
fokus perhatian dari penelitian ini. Ada pun rumugaasalah yang dimaksudkan
adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidiklalui program
BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dalam meningkatkeitu Madrasah
Ibtidaiyah Salafiyah Tanjungsari Tersono Batang...?

2. Bagaimana mutu Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Taygan dengan adanya

program BOS (Bantuan Operasional Sekolah)...?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka mggigglbahwa penelitian
ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan manajemen pembiayaadidikan melalui
program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dalam ingkatkan mutu
Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tanjungsari.

2. Untuk mengetahui hasil mutu Madrasah Ibtidaiyahaf8alh Tanjungsari
dengan adanya program BOS (Bantuan Operasionale®gko

Setelah melakukan penelitian yang sesuai dengaseguo penelitian, maka
diharapkan hasil penelitian ini mempunyai manfaagai berikut:

1. Bagi Peneliti
a) Mengetahui proses pembiayaan pendidikan di MIS draggari mulai dari

perencanaan sampai dengan evaluasi pembiayaan.
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b) Mengetahui proses pendistribusian dana BOS dan rfaeatannya dan
kendala-kendala serta pengalokasian dana BOS diTdiffungsari Tersono
Batang.

c) Mengetahui mekanisme pemanfaatan dana BOS yangnatigkan
pemerintah untuk peningkatan mutu pendidikan.

d) Sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu pengetalizn sebagai
pembanding dalam penelitian-penelitian lebih langerta memberikan input
dalam pengembangan manajemen pembiayaan pendidikafembaga
pendidikan Islam.

. Bagi Obyek Penelitian

a) Bagi MIS Tanjungsari studi ini diharapkan bermanfaabagai masukan,
bahan dokumentasi historis dan bahan pertimbangik immegambil lagkah-
langkah peningkatkan mutu pendidikan.

b) Sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan manajemebiapaan
pendidikan melalui program bantuan operasional olskk (BOS) dalam
meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah jdragsari Tersono
Batang.



